PAGE  
11

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang–undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
 Menurut keputusan Bupati Tulungagung dalam FKUB menerangkan bahwa kerukunan umat beragama adalah peningkatan kualitas dalam membina kerukunan umat beragama serta untuk menciptakan suasana yang aman, damai dan sejahtera dan juga untuk meminimalisir konflik di masyarakat karena perbedaan agama, dan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun lancar dan tertib.

B. Konsep Dasar Kerukunan Umat Beragama

1. Pokok-pokok Kebijaksanaan tentang Kerukunan Hidup Umat Beragama

Kerukunan Intern Umat Beragama

Kerukunan intern umat beragama yang masih sering kali menunjukkan gejala-gejala yang kurang mantap, bahkan acapkali pula menimbulkan pertentangan dan perpecahan intern umat beragama, perlu selalu ditingkatkan pembinaannya. Dalam hubungan ini saya sering minta perhatian agar pertentangan intern yang mungkin akan timbul diantara pemuka/pemimpin suatu umat beragama yang bersifat pribadi hendaknya tidak mengakibatkan perpecahan diantara para pengikutnya, apalagi sampai mengakibatkan pertentangan diantara para pengikutnya yang bersifat doktriner/aqidah.
Segala persoalan yang timbul di lingkungan intern umat beragama, hendaknya dapat diselesaikan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa dan dengan semangat kekeluargaan sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila.
Masalah kehidupan beragama di dalam masyarakat kita merupakan masalah yang sangat peka (sensitif) bahkan merupakan masalah yang paling peka diantara masalah sosial-budaya lainnya. Sebab terjadinya sesuatu masalah sosial akan menjadi semakin ruwet (complicated) jika masalah tersebut menyangkut pula masalah agama dan kehidupan beragama.
Hal ini dapat disebabkan antara lain, karena situasi dan kondisi masyarakat kita terutama di daerah pedesaan yang sangat komunialistis di mana sebagian besar jiwa keagamaannya dibina dan dibentuk oleh lingkungan sosialnya masing-masing. Sehingga dirasakan bahwa jiwa keagamaan orang-seorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jiwa keagamaan lingkungannya. Pembinaan jiwa keagamaan pada umumnya merupakan warisan dari kehidupan lingkungan sosialnya.

2. Kerukunan Umat Beragama dan Kebijakan Pemerintah
Istilah "Kerukunan Umat Beragama" secara formal digunakan pertama kali ketika penyelenggaraan Musyawarah Antar Umat Beragama oleh pemerintah pada tanggal 30 Nopember 1967 di Gedung Dewan Pertimbangan Agung Jakarta. Diselenggarakannya Musyawarah Antar Umat Beragama, karena saat itu bangsa kita mengalami ketegangan hubungan antar berbagai penganut agama di beberapa daerah, yang jika tidak segera diatasi akan dapat membahayakan persatuan bangsa Indonesia.
Musyawarah tersebut merupakan pertemuan awal antara pemimpin/ pemuka berbagai agama di Indonesia dalam rangka membahas masalah-masalah mendasar dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia. Meskipun banyak pihak menilai pertemuan itu telah gagal, tetapi sesudah pertemuan pertama tersebut berlanjut berbagai jenis pertemuan dan kegiatan antar agama, (umumnya diprakarsai oleh pemerintah), antara lain berupa dialog, musyawarah, konsultasi, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama secara bersama-sama ke daerah, seminar cendekiawan antar berbagai agama, dan sebagainya.
Hasil kegiatan bersama seperti di atas antara lain terbentuk Badan Kontak Antar Umat Beragama di Tingkat Pusat yang diwujudkan setelah diadakan serangkaian pertemuan oleh majelis-majelis Agama dan pejabat Departemen Agama. Badan Kontak itu disebut dengan nama Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB) yang dikukuhkan pada tanggal 30 Juni 1980 melalui SK Menteri Agama No. 35 tahun 1980, yakni setelah 13 tahun diadakan Musyawarah Antar Umat Beragama yang pertama tahun 1967.
Wadah tadi bertujuan untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara para warga negara yang saling berbeda agama. Keputusan yang diambil wadah ini merupakan kesepakatan yang mempunyai nilai ikatan moral dan bersifat saran kepada pemerintah dan majelis-majelis agama serta himbauan kepada umat dan masyarakat luas.
Pemerintah terus berupaya mengembangkan kebijakan yang bertujuan membangun keharmonisan hubungan di antara sesama umat beragama. Langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, pada awalnya adalah sosialisasi prinsip dasar kerukunan yaitu tidak saling mengganggu antara kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda. Dengan kebijakan seperti ini pada zaman Menteri Agama Mukti Ali diperkenalkan prinsip dasar kerukunan yakni agree in disegreement. Kemudian pada masa Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara dikembangkan pendekatan trilogy kerukunan, yakni kerukunan intern, antar dan antara umat beragama dengan pemerintah.

3. Implementasi Kebijakan dan Program Pemberdayaan 

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian mereka lebih cenderung pada "klaim kebenaran" daripada "mencari kebenaran". Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan di tingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawianan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sampalan, penodaan agama, dan sebagainya.

Akan tetapai apapun penyebab suatu konflik, yang jelas jika telah melibatkan sentimen agama, maka seperti digambarkan oleh Lester Kurtz dalam Gods in the Global Village: "Religious conflict can be eztraordinarily bitter, and is often destructive because the parties to the dispute view themselves as representatives of supraindividual claims, of fighting not for themselves but only for a cause which can give the conflict a radicalism and mercilessness". Di sini sikap yang muncul adalah setiap orang yang dianggap "bukan sekelompok" harus dimusnahkan. Karena konflik agama sifatnya sangat sensitive, maka massa yang terlibat akan sangat mudah dikobarkan emosinya.

Gejala kebangkitan kembali sentimen agama dan etnik sebagai sumber konflik dipandang sebagian kalangan sebagai gejala dunia yang mulai marak di penghujung abad 20. Gejala semacam ini sesungguhnya sudah terjadi di berbagai negara, seperti halnya di Irlandia Utara, Israel, India, Balkan, dan akhir-akhir ini sedang menjalar ke Indonesia. Maraknya konflik sosial bernuansa agama di belahan dunia dan di berbagai wilayah tanah air tentu saja sangat memprihatinkan semua pihak, termasuk Departemen Agama yang menyikapinya dengan berbagai perbaikan kebijakan dan implementasi program sesuai dinamika lapangan.

Kehadiran Departemen Agama sendiri secara struktural dan secara historis fungsional di Indonesia (didirikan pada tanggal 3 Januari 1946) adalah merupakan implementasi dari UUD 1945, yakni negara  berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Seiring dengan itu, tugas pokok Departemen Agama adalah melayani, membimbing dan membina kehidupan beragama warga negara Indonesia. Dan dalam menjalankan pelayanan, pembimbingan dan pembinaan umat beragama itu, pemerintah tidak diperkenankan mencampuri akidah atau teologi masing-masing agama.

Tugas menjaga dan membina akidah umat fungsi majelis-majelis agama dan pimpinan agama. Dalam kaitannya dengan ormas termasuk lembaga keagamaan, pemerintah mempunyai kewenangan sebagai pembina lembaga dan organisasi masyarakat agar supaya pranata-pranata yang ada didalamnya berkembang sehat dan mandiri. Namun, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama menyadari memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk menangani seluruh problema umat beragama secara sendiri. Departemen Agama tidak mempunyai pretensi bahwa seluruh persoalan dan problema umat dapat ditangani dan diatasi secara sepihak oleh pemerintah. Untuk menjalankan tugas berat itu, Departemen Agama menjalin kerjasama dengan semua pihak, terutama organisasi/lembaga agama, pemuka agama dan masyarakat.

Dalam kaitan dengan pengembangan lembaga dan pemberdayaan umat, pemerintah tentu harus mengacu dan berpedoman pada tata aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Program Pembangunan Nasional No. 25 tahun 2000 digariskan program pembangunan bidang agama sebagai berikut: (1) program peningkatan pelayanan kehidupan beragama; (2) program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, dan kerukunan umat beragama; (3) program peningkatan kualitas pendidikan agama; (4) program pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan. Sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program-program tersebut antara lain adalah meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, serta terciptanya kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.

C. Pelaksanaan Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama

1. Pola Pembinaan

a. Pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hidup beragama mengarah kepada tiga bentuk, yaitu :

1) Kerukunan Intern Umat Beragama

2) Kerukunan Antar Umat Beragama

3) Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Pemerintah

b. Kerukunan hidup beragama bukan sekedar terciptanya keadaan dimana tidak ada pertentangan intern umat beragama, antar golongan-golongan agama dan antara umat beragama dengan pemerintah, tetapi juga keharmonisan hubungan dalam dinamika pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang saling menguatkan dan diikat oleh sikap mengendalikan diri dalam wujud :

1) Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.

2) Saling hormat menghormati dan bekerja sama intern pemeluk agama, antar berbagai golongan agama dan antara umat beragama dengan Pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara.

3) Saling tenggang rasa dengan tidak memaksakan agama kepada orang.
c. Dalam usaha pembinaan kerukunan hidup beragama, oleh Proyek ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Kerukunan Intern Umat Beragama, dalam bentuk :

Musyawarah intern umat beragama bertujuan menghimpun dan mempertemukan, para ulama/pemuka-pemuka agama dan pimpinan generasi muda di kalangan umat seagama untuk mendiskusikan dan mencari pemikiran-pemikiran dalam usaha menemukan persamaan dan kesepakatan mengenai bentuk hubungan kehidupan sehari-hari terutama dalam menyelesaikan bersama masalah-masalah keagamaan, kemasyarakatan dan pembangunan bangsa.

Materi yang dibahas meliputi permasalahan aktual yang relevan dan dianggap perlu, agar dapat diperoleh perpaduan pendapat, sehingga perbedaan yang prinsipial dalam keyakinan dan peribadatan masing-masing tidak mengurangi kerukunan hidup beragama.
2) Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah, dalam bentuk:

Pekan orientasi kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah, bertujuan mempertemukan antara pemimpin/pemuka agama dengan pemerintah, baik tingkat nasional maupun daerah agar dapat saling memberikan informasi dan tanggapan dalam rangka pembinaan kerukunan hidup beragama.

Di samping itu pihak umat beragama dapat memberikan saran untuk memecahkan masalah-masalah sosial-budaya keagamaan yang timbul di kalangan intern umat beragama masing-masing antar berbagai umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah, sehingga semakin mantaplah stabilitas dan ketahanan nasional yang merupakan persyaratan bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang bekesinambungan.
 

2. Pokok-pokok Pengarahan

a. Proyek pembinaan kerukunan hidup beragama dititikberatkan pada dua hal:

1) Peningkatan frekuensi pertemuan-pertemuan;

2) Meningkatkan "Sekretariat Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama".
b. Sasaran utamanya adalah :

Peningkatan frekuensi pertemuan-pertemuan antara pemimpin/pemuka agama dengan pejabat pemerintah, terutama di daerah yang belum pernah diselenggarakan kegiatan proyek, yaitu :

1) Musyawarah intern umat beragama, dengan tema pokok persatuan dan kesatuan bangsa serta partisipasi dalam pembangunan, dengan beberapa tekanan kepada situasi dan kondisi intern umat beragama di daerah masing-masing.

2) Kegiatan bersama, berisikan motif utama: melanjutkan usaha untuk lebih saling mengenal dan memperkenalkan kelembagaan masing-masing, dalam usaha pemecahan masalah sosial kemasyarakatan yang konkrit di daerah dalam rangka pembangunan.

3) Pekan orientasi, melanjutkan usaha saling mengenal, dengan menampung serta menyalurkan/menyelesaikan masalah antar umat beragama yang timbul.

3. Sasaran Pembinaan

a. Bentuk Pembinaan

Pembinaan kerukunan hidup beragama dalam ketiga bentuk di atas dilakukan secara simultan dan menyeluruh, karena apa hakekatnya ketiga bentuk kerukunan itu saling bertautan.
1) Bentuk yang pertama, yaitu kerukunan intern;

2) Bentuk kedua, kerukunan antar umat, dirumuskan dalam GBHN dalam Pola Umum Pelita IV dan IV D tentang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya huruf 1 ayat b.

3) Bentuk kerukunan yang ketiga, yakni kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah, merupakan garis kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini Menteri Agama yang secara praktis harus dilaksanakan, karena gangguan terhadap kerukunan intern umat maupun kerukunan antar umat selalu melibatkan pemerintah dalam penanggulangannya.
b. Pendekatan Permasalahan

Pengalaman dalam usaha pembinaan kerukunan hidup diantara sesama umat beragama sejak Orde Baru, terumata menjelang diselenggarakannya Musyawarah Antar Umat Beragama di Jakarta (Nopember 1967), menunjukkan adanya tiga tahap dalam pendekatan dalam pembinaan kerukunan hidup beragama selama ini, yaitu :

1) Tahap pertama:

Tahun 1967 sampai 1972 semenjak diadakannya musyawarah antar umat beragama "Tingkat Nasional" di Jakarta dan pelbagai musyawarah lain di daerah, situasi dan kondisi dikala itu mendorong kita melakukan pendekatan serba politis, sehingga belum mungkin diperoleh kesempatan apapun di tingkat nasional, sungguhpun di daerah ada hal-hal positif yang dapat dicatat.

2) Tahap kedua:

Sejalan dengan terjadinya "dialog-dialog antar agama di tingkat Internasional" seperti di Broumana/Libanon (1972) dan Jenewa (1976), terutama semenjak Konsili Vatikan ke II (1963-1965) yang merupakan perubahan besar dalam pandangan dan sikap bahwa Gereja Katolik "tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama yang lain". Maka Departemen Agama melalui Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama menyelenggarakan pelbagai "dialog/panel discussion" dengan pendekatan yang lebih bersifat filosofis ilmiyah, di mana pembahasan-pembahasan selama itu merupakan penjelajahan akademis yang menghasilkan landasan "agree in disagreement", yakni setuju dalam perbedaan.
3) Tahap ketiga:

Dengan mengembangkan pengertian "setuju dalam perbedaan" serta berdasarkan tugas pokok Departemen Agama, sebagai salah satu departemen di bidang Kesejahteraan Rakyat di mana unsur pelayanan kepada masyarakat lebih menonjol daripada unsur "memerintah", maka Bapak Menteri Agama (H. Alamsyah Ratu Perwiranegara) menggariskan hendaknya pembinaan kerukunan hidup beragama menggunakan pendekatan "praktis-pragmatis" yaitu tidak lain untuk melayani masyarakat agar kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan P4 dan GBHN.  

Untuk melayani masyarakat di bidang agama dengan sebaik-baiknya, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dengan segenap aparaturnya harus mengenal dan memahami lebih mendalam masyarakat beragama itu sendiri. Ciri kehidupan beragama nampak pada lembaga-lembaga keagamaan yang menjadi penyalur aspirasi maupun kegiatan umatnya masing-masing.

4. Kerukunan Intern Umat Beragama Islam

Umat Islam merupakan bagian terbesar dari tubuh Bangsa Indonesia, maka oleh karenanya memerlukan perhatian yang terbesar pula dalam penanganan usaha pembinaan kerukunannya, melalui pelembagaan dalam pengalaman ajaran Islam itu sendiri.

Pengertian "pelembagaan" di sini bukan bentuk lembaga, organisasi/ yayasan/jama’ah atau badan yang menurut kebiasaan perundang-undangan yang berlaku sering mempunyai kedudukan sebagai "badan hukum", akan tetapi termasuk kebiasaan atau pelembagaan yang mau tidak mau menimbulkan kerjasama diantara warga masyarakat beragama Islam dalam melaksanakan ketentuan ajaran yang lazim disebut dengan "fardu kifayah".

Fardu kifayah artinya "kewajiban yang bersifat kolektif" mencakup semua kegiatan bersama dalam bermasyarakat dan bernegara, meliputi :

a. Mendirikan shalat Jum’ah, yang menumbuhkan kerjasama membangun masjid dan administrasi kemesjidan;

b. Memberikan nasehat dan fatwa dalam arti menyebarkan ilmu (al-ifta’ fi majalisil ‘ilm), yang secara konkrit berbentuk penyiaran agama dan pendidikannya (adda’wah wattarbiyah);

c. Menyelenggarakan kesejahterana umum, seperti memelihara anak yatim, mengurusi kematian, menyelenggarakan ketertiban umum dan kesejahteraannya (maslahah ‘ammah, amar ma’ruf nahi mungkar);

d. Melaksanakan peradilan dalam arti menyelesaikan sengketa (al-qadla’);

e. Mendirikan kepemimpinan umat dalam bentuk negara (imamah) termasuk di dalamnya pelaksanaan kekuasaan (imarah), penyelenggaraan hukum (tahkim) serta administrasi dan perundang-undangan (tasyri’).

Pengamalan kelima bentuk fardhu kifayah itu bagi umat Islam di Indonesia pada hakekatnya mencakup semua segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengamalan bentuk pertama, kedua dan ketiga dari fardhu kifayah di atas, seperti membangun dan memakmurkan masjid, penyelenggaraan da’wah, pengajian, pesantren, madrasah dari tingkat rendah sampai tingkat perguruan tinggi agama, melaksanakan usaha sosial, baik secara perseorangan maupun bergotong-royong dan berorganisasi, kesemuanya itu merupakan pengamalan fardhu kifayah yang dapat dilaksanakan secara "swasta". Sedang untuk mengamalkan bentuk keempat dan kelima, yakni peradilan dan kepemimpinan dalam negara, tidak lain adalah dalam bentuk Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pemahaman tentang arti fardhu kifayah dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara inilah yang diharapkan dapat mendorong terciptanya "kerukunan intern beragama Islam yang lebih mantap" sebagai salah satu unsur yang penting dalam pemantapan Stabilitas dan Ketahanan Nasional. Oleh karena dari sudut pandangan ajaran Islam dapat difahami, bahwa "kehidupan bermasyarakat dan bernegara" itu tidak lain merupakan manifestasi bersama dari pengabdian Umat dan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

D. Bentuk Kerukunan Antar Umat Beragama

Berbicara tentang bentuk kerukunan antar umat beragama, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Von Weise bahwa golongan agama adalah golongan gaib atau golongan abstrak, maka terdapat kesulitan dalam menentukan bentuk kerukunan antar umat beragama secara fisik.

Sebagai golongan gaib, agama lebih menekankan kepada kualitas yang hanya dapat dilihat dari indikator keberagaman pemeluknya. Indikator ini menampakkan diri dalam bentuk ibadat dan amal-amal lain. Ibadat dalam pengertian luas bukan hanya terbatas pada hubungan vertikal antar pemeluk agama dengan Khaliknya, juga mencakup segala amal atau perbuatan yang bernilai baik, seperti kerjasama yang melahirkan aspek-aspek sosial yang timbul dari pergaulan antar umat beragama itu sendiri. Dengan demikian maka bentuk kerukunan antar umat beragama hanya dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama demi kepentingan bersama, terutama dalam menopang kehidupan sosial kemasyarakatan.

Setiap usaha, baik dalam bentuk perbuatan atau tindakan mempunyai tujuan tertentu. Suatu usaha dikatakan bernilai apabila melalui proses yang benar dan mencapai tujuan yang benar. Perkataan tujuan mengandung pengertian ; arah yang akan dicapai atau titik akhir dari usaha. Memahami arti tujuan selain dari menumbuhkan cita-cita, juga memberi nilai kepada usaha. Nilai usaha terletak pada cara yang memberi jaminan kepada tercapainya tujuan.

Bila tujuan yang akan dicapai merupakan tujuan bersama, cita-cita golongan yang dihimpun menjadi cita-cita bersama, akan mempersempit jurang perbedaan pandangan. Apabila tujuan itu merupakan tujuan umat beragama (sebagai satu bangsa), maka dengan kerukunan umat beragama dapat mempersempit jurang perbedaan pandangan serta menghimpun cita-cita masing-masing menjadi cita-cita bersama umat beragama, kemudian dijadikan cita-cita bangsa.

Tujuan kerukunan antar umat beragama, tidak dapat dipisahkan dari agama itu sendiri, karena pengertian yang terkandung dalam tujuan ini bukan hanya sekedar mencapai tujuan itu saja, tetapi bagaimana merealisasikan dan memelihara tujuan itu. Mengingat tujuan yang akan dicapai merupakan tujuan bersama umat beragama, maka konsekuensi dari tujuan ini berada di tangan umat beragama itu sendiri.

Pada dasarnya penganut suatu agama menuntut konsekuensi penganut agama yang bersangkutan. Dengan konsekuensi dimaksudkan, setiap penganut agama harus terikat dan mengikatkan diri pada kaedah-kaedah agamanya itu. Dengan pengertian, bahwa hakekat penganut agama bukan terletak pada agama itu sendiri, tetapi pada bagaimana seharusnya ia dengan agama yang ia anut itu.

Agama akan kehilangan fungsi, bila penganutnya hanya mencurahkan perhatian kepada ilmu agama saja, sehingga kehidupan penganut itu kehilangan nilai dan makna. Tujuan agama tidak lain adalah untuk menjadikan kehidupan penganutnya bernilai dan bermakna. Dengan perkataan lain, bila manusia hidup tanpa agama, berarti ia hidup tanpa nilai dan makna.

Konsekuensi penganutan agama mengandung dua pengertian kewajiban dan tanggung janwab, pertama : kewajiban dan tanggung jawab secara vertikal, yaitu kewajiban dan tanggung jawab secara langsung antar pribadi dengan Tuhannya, kedua : tanggung jawab secara horizontal, dengan memfungsionalkan ajaran agama dan kehidupan bermasyarakat dalam bentuk pergaulan, yang direalisasikan dengan berbagai jenis hubungan.

Pada kewajiban pertama, teknis pelaksanaan harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang menetapkan rukun dan syaratnya. Pedoman ini diberikan oleh Syari’at. Jika pelaksanaannya menyimpang dari pedoman yang telah ditentukan, maka kewajiban itu tidak sah atau batal. Karena itu, penganut agama sebagai pemikul kewajiban tidak lagi memikirkan metoda atau teknis lain.

Pada kewajiban kedua, Pemberi perintah tidak memberikan pedoman dasar pelaksanaan. Ia hanya memberikan perintah saja. Namun, walaupun tidak diberikan pedoman dasar, tetapi apabila tidak dilaksanakan akan mendapat resiko atau dosa. Dalam konteks seperti ini Allah menyuruh manusia untuk mempergunakan akal pikiran (dalam Islam disebut ijtihad).

Pada umumnya kewajiban seperti ini lebih banyak menyangkut kepentingan manusia dalam masyarakat atau membina masyarakat itu sendiri. Dalam pengurus masalah keduniaan atau kemasyarakatan ini Tuhan memberi kebebasan kepada umat manusia untuk mengurus dirinya sendiri dan kehidupan sosial kemasyarakatannya, termasuk dalam soal hubungan antar umat beragama. Dalam khazanah keilmuan Islam klasik dikenal kaedah ushul fiqih : apa yang dipandang oleh Muslim baik, maka Allah memandang baik dan apa yang dipandang oleh Muslim tidak baik, Allah memandang tidak baik. Dalam persoalan kerukunan adalah sesuatu yang menjadi kebuTuhan seluruh umat manusia dalam menata kehidupan sosialnya, maka dengan demikian perwujudan kerukunan menjadi wajib atas pertimbangan akal dan didukung oleh ruh agama. Oleh sebab itulah, maka diperlukan suatu kajian yang disebut dengan Fikih hubungan antar agama.

Inti utama tujuan hidup manusia adalah ketentraman dan kebahagiaan batin. Dalam agama ketentraman dan kebahagiaan batin ini bukan hanya untuk pribadi saja, tetapi untuk seluruh manusia yang disebut kemaslahatan atau kesejahteraan umum. Secara sosiologis, kemaslahatan mempunyai kaitan yang erat sekali dengan relasi sosial dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat sendiri.

Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama merupakan bagian usaha menciptakan kemaslahatan umum serta kelancaran hubungan antara manusia yang berlainan agama, sehingga setiap golongan umat beragama dapat melaksanakan bagian dari tuntutan agama masing-masing.

Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadikan setiap golongan umat beragama sebagai golongan terbuka, sehingga memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan. Bila anggota dari suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota dari golongan agama-agama lain, akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai bentuk kerjasama dalam bermasyarakat dan bernegara.

Berbicara tentang tujuan kerukunan antar umat beragama; dengan kerukunan masyarakat Indonesia dapat menentukan corak dan identitas bangsanya. Corak dan identitas ini menghindarkan masyarakat Indonesia dari masyarakat yang anonim.

Bila ditinjau dari kepentingan agama-agama itu sendiri serta urgensinya dalam membangun dan membina masyarakat dan bangsa, maka kerukunan antar umat beragama bertujuan:

1. Memelihara Eksistensi Agama-agama

2. Memelihara Eksistensi Pancasila dan UUD 45

3. Memelihara persatuan dan rasa kebangsaan

4. Memelihara Stabilitas dan Ketahanan Nasional

5. Menunjang dan Mensukseskan Pembangunan

6. Mewujudkan Masyarakat Religius.

E. Pembentukan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama
1. Hasil penting ke arah pemantapan kerukunan antar umat beragama adalah terbentuknya wadah musyawarah antar umat beragama sebagai hasil yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama nomor 35 tahun 1980 tanggal 30 Juni 1980, dan instruksi Menteri Agama nomor 3 tahun 1981. Tentang pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama di daerah sehubungan dengan telah terbentuknya wadah musyawarah antar umat beragama.
2. Wadah musyawarah merupakan forum konsultasi dan komunikasi antar para pemimpin/pemuka agama dengan pemerintah, untuk :

a. Membicarakan tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara para warga negara yang menganut berbagai agama.

b. Membicarakan kerjasama dengan pemerintah, sehubungan dengan pelaksanaan P4, GBHN dan ketentuan lainnya dari Pemerintah, khususnya yang menyangkut bidang keagamaan.
3. Pembentukan wadah tersebut tidak lepas dari perkembangan pembinaan tata kehidupan beragama di Indonesia. Berbagai usaha yang mendahului terbentuknya wadah tersebut adalah dialog dan musyawarah untuk menghindari timbulnya ketegangan di kalangan umat beragama yang mempunyai pengaruh luas dalam kehidupan bangsa. Terbentuknya wadah tersebut merupakan jiwa besar dan toleransi umat beragama yang didorong kesadaran penuh dalam usaha bersama umat beragama untuk mensukseskan pembangunan nasional, memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas dan ketahanan nasional. Wadah ini akhirnya dapat menjadi kenyataan, setelah hampir 14 tahun diidam-idamkan.
4. Pada dasarnya wadah musyawarah antar umat beragama hanya berada di tingkat pusat dan tidak diperlukan pembentukannya di daerah, agar tidak mengurangi eksistensi dan integritas dari majelis-majelis agama yang ada di Indonesia. Selain itu agar tidak menimbulkan simpang siur dalam jalur pembinaan kerukunan kehidupan beragama, baik dari segi kepentingan umat beragama sendiri maupun dari segi pelaksanaan tugas Pemerintah Departemen Agama.

Wadah musyawarah ini menempatkan masing-masing pihak, baik antara sesama majelis maupun dengan pemerintah dan negara, dalam suatu hubungan yang wajar, sesuai dengan pandangan agama yang bersangkutan. Pemerintah Departemen Agama menyediakan "Sekretariat dan Fasilitas" yakni memberikan sarana pelayanan bagi keperluan wadah musyawarah dan tata kerjanya berbentuk pertemuan-pertemuan antara majelis-majelis agama dan Departemen Agama di tingkat pusat.

Badan Litbang Agama adan Diktat Keagamaan, dalam hal ini Puslitbang Kehidupan Beragama Melalui Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama pada Tahun Anggaran 2003 telah melakukan Penelitian Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama.

Latar belakang penelitian itu disebutkan antara lain bahwa rumah ibadah sebagai sentra kegiatan-kegiatan keagamaan merupakan tempat yang strategis bagi upaya peningkatan kerukunan hidup beragama. Namun dalam melakukan kegiatan keagamaan, seperti penyiaran agama misalnya, para pengurus/pengelola rumah ibadah kadangkala kurang memperhatikan aspek peningkatan kerukunan sehingga dimungkinkan dapat mengganggu suasana kehidupan yang rukun antara umat beragama yang seharusnya dipelihara bahkan ditingkatkan. Kenyataan demikian dapat menimbulkan kesan bahwa penyiaran agama dan keberadaan rumah ibadah menjadi faktor yang dapat menimbulkan hubungan yang tidak harmonis di kalangan penganut agama yang berbeda. Itulah sebabnya maka Puslitbang Kehidupan Beragama pada tahun anggaran 2003 melaksanakan penelitian tersebut diatas

Melalui penelitian itu diharapkan dapat diperoleh gambaran aktual yang diangkat dari data empirik mengenai materi dan bentuk kegiatan rumah-rumah ibadah di berbagai daerah, terutama yang menyangkut kontribusi rumah ibadah dalam pembinaan umat menuju terciptanya kerukunan umat beragama.

Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian adalah bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para pengelola rumah ibadah memberikan kontribusi bagi peningkatan kerukunan umat beragama.

Sedangkan kegiatan keagamaan yang bersifat duniawi, sebagian rumah ibadah mengindikasikan adanya kontribusi bagi peningkatan kerukunan. Hal ini terlihat dari fungsi-fungsi sosial yang diperankan oleh masing-masing rumah ibadah dengan melibatkan umat beragama lain, sekalipun dalam intensitas yang beragam. Sebagian rumah ibadah yang lain tidak begitu terlihat adanya kontribusi bagi peningkatan kerukunan antar umat beragama, karena kegiatan sosial yang dilakukan terbatas untuk intern umat beragama yang bersangkutan.

F. Kerukunan sebagai Tugas Setiap Agama
Kerukunan belum merupakan nilai terakhir, tetapi baru merupakan suatu sarana yang harus ada sebagai “conditio sine quanon” untuk mencapai tujuan lebih jauh yaitu situasi aman dan damai. Situasi ini amat dibutuhkan semua pihak dalam masyarakat untuk memungkinkan penciptaan nilai-nilai spiritual dan material yang sama-sama dibutuhkan untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi.

Diseluruh dunia kini telah tumbuh suatu kesadaran yang semakin mendalam bahwa manusia-manusia dari tradisi keagamaan yang berbeda harus bertemu dalam kerukunan dan persaudaraan dari pada dalam permusuhan. Cita-cita diatas pada intinya memang merupakan ajaran fundamental dari setiap agama. Hal itu bukanlah sekedar cita-cita tetapi tuga kewajiban yang harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam kenyataan oleh setiap agama. Adanya tugas yang suci itu ditemukan dalam setiap agama dan dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang berbeda baik kata-kata maupun nuansanya, namun sama hakekatnya.

Akan tetapi, jika kita berbicara agama dan realitas kehidupan sosial, agama ada dalam perilaku para pemeluk agama, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kegiatan jamaah atau kelompok masyarakat beragama, maupun yang ada dalam institusi sosial keagamaan yang ada dalam sepanjang sejarah perkembangan kehidupan masyarakat yang terus-menerus berubah.
Agama dalam realitas selalu berhubungan dengan dinamika perubahan masyarakat, dan di dalamnya selalu ada pluralitas dan konflik, ada persatuan, ada rekonsiliasi dan ada pasang surut. Agama dalam realitas selalu menunjukkan adanya pluralitas dan perubahan.
Fenomena sosial menunjukkan adanya pluralitas agama dan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat, disebabkan karena adanya kemampuan pemahaman manusia terhadap agama yang dipeluknya itu berbeda-beda, sesuai kematangan jiwa dan kesanggupan akalnya. Pluralitas paham keagamaan juga ada dalam kehidupan masyarakat yang memeluk satu agama, seperti Islam. Adanya pluralitas kemampuan seseorang dalam memahami Islam, dengan sendirinya akan melahirkan pemikiran keagamaan yang berbeda-beda.

Pluralitas paham keagamaan juga disebabkan bidang kajian yang dilakukannya, sehingga banyak pemikiran muncul dalam memahami Islam dari berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, politik, filsafat, tasawuf, kalam maupun fikih. Dalam setiap aspek kajian itu, ada berbagai aliran pemikiran seperti dalam aspek kajian fikih saja, kita umumnya umat Islam Indonesia mengenal dan mengikuti madzhab empat, yakni Syafi’i, Maliki, Hanafi dan Hambali, padahal di luar madzhab itu masih banyak aliran pemikiran lainnya, belum lagi di bidang filsafat, kalam, tasawuf dan lainnya.

Di samping itu, dalam kehidupan eksternal antara pemeluk agama, kita mengenal pula pluralitas agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, Yahudi, dan lain-lain. Dan dalam setiap agama itu didalamnya ada berbagai aspek kajian yang mencerminkan pluralitas pemikiran dan madzhab atau aliran keagamaan. Maka, pluralitas agama sesungguhnya merupakan realitas yang tidak bisa ditolak oleh siapa pun.

Penolakan realitas agama yang plural, amat berlawanan dengan hakikat kodrat kehidupan itu sendiri, dan berlawanan dengan Sunnatullah. Bahkan penolakan itu telah melahirkan konflik sosial keagamaan, baik secara internal, yang ada dalam kehidupan satu agama, maupun eksternal dalam hubungan dengan kehidupan agama-agama.
Dalam konteks Indonesia, negara kita mengakui enam agama: Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari enam agama itu berkembang berbagai aliran pemikiran atau madzhab dan institusi.
Dalam hubungan dengan pluralitas agama itu seringkali terjadi gesekan dan konflik yang berbentuk kekerasan, seperti di Poso, Maluku dan berbagai tempat lain. Konflik terjadi bukan oleh ajaran agamanya, tapi penafsiran pemeluk agama terhadap teks kitab suci, karena teks itu sendiri pada hakikatnya bersifat tunggal dan berasal dari Tuhan yang satu yang menciptakan alam semesta seisinya. 
Dalam kalangan Islam, mereka mengakui Al-Qur'an dan satu Nabi, yakni Muhammad SAW tapi pemahaman orang-orang Islam terhadap teks Al-Qur'an dan pernyataan-pernyataan Muhammad ternyata antara yang satu dengan lainnya berbeda-beda sesuai kesanggupan akalnya, situasi dan zaman di mana mereka menjalani kehiduan serta berdasar aspek kajian yang dilakukannya.
Yang menjadi persoalan adalah ketika masing-masing kelompok memutlakkan kebenaran hasil pemikiran keagamaan masing-masing, dengan menganggap aliran pemikiran keagamaan yang lainnya sebagai sesuatu yang tidak benar. Padahal semua adalah penafsiran dan hasil pemikiran. Apa pun yang disebut pemikiran manusia tidak akan pernah menempati kemutlakan dan menjadi kebenaran mutlak. Pada hakikatnya kemutlakan hanya pada kebenaran teksnya, tapi pemahaman terhadap teks sepenuhnya bergantung realitas manusia yang nisbi dan relatif sifatnya.

Dalam sejarah telah tercatat ada konflik sosial keagamaan yang seringkali mengambil bentuk kekerasan dan memakan korban jiwa manusia yang besar jumlahnya, padahal mereka satu agama dan hanya berbeda aliran atau madzhab.

Konflik sosial keagamaan juga terjadi antar pemeluk agama yang berbeda, dan luka yang ditimbulkan adanya konflik kekerasan aliran keagamaan, seringkali tidak mudah segera dipulihkan, karena memperoleh pembenaran dan legitimasi keagamaan.

Maka, jika kita ingin menjalin kerukunan hidup antar umat beragama, apalagi dalam masyarakat Indonesia yang plural, mau tak mau kita harus membangun dan mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama, dengan membuka ruang dialog dan komunikasi yang egaliter, konstruktif dan kreatif, untuk mencari dan mengembangkan persamaan-persamaan yang ada, guna membangun kerja sama kemanusiaan yang positif, dan bersamaan dengan itu memaklumi perbedaan-perbedaan yang timbul.

Durkheim mengatakan bahwa agama hanya bisa dipahami dengan melihat peran sosial yang dimainkannya dalam menyatukan komunitas. Masyarakat di bawah satu kesatuan ritual dan kepercayaan umum. Agama-agama manusia dapat saja berbeda-beda rupa, tetapi tetap mendasarkan diri pada satu tema sentral, karena agama-agama tersebut dibangun diatas dasar “struktur elementer”.

G. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; Setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluk agamanya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;

Arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatnan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;

Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyakarat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional sera keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional; Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memeliharna ketentraman dan ketertiban masyakarat; pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan pemerintah. 

H. Asas Kerukunan Antar Umat Beragama

Mendiskusikan masalah asas kerukunan antar umat beragama, berarti langsung atau tidak langsung kita telah mengasumsikan adanya kemungkinan berbagai penganut agama bertemu dalam suatu landasan bersama, (common platform). Maka sekarang pertanyaannya ialah, adalah titik-temu agama-agama itu?.

Pertanyaan yang hampir harian itu kita ketahui mengundang jawaban yang bervariasi dari ujung ke ujung, sejak dari yang tegas mengatakan “ada”, kemudian yang ragu dan tidak tahu pasti secara skeptis atau agnostis, sampai kepada yang tegas mengingkarinya. Mungkin, mengikuti wisdom lama, yang benar ada di suatu posisi antara kedua ujung itu, berupa suatu sikap yang tidak secara simplistik meniadakan atau mengadakan, juga bukan sikap ragu dan penuh kebimbangan.

Karena kita bangsa Indonesia sering membanggakan – atau dibanggakan – sebagai bangsa yang bertoleransi dan berkerukunan agama yang tinggi, maka barangkali cukup logis jika jawaban atas pertanyaan diatas kita mulai dengan suatu sikap afirmatif. Sebab logika toleransi, apalagi kerukunan, ialah saling pengertian dan penghargaan, yang pada urutannya mengandung logika titik-temu, meskipun, tentu saja, terbatas hanya kepada hal-hal prinsipil. Hal-hal rinci, seperti ekspresi-ekspresi simbolik dan formalistik, tentu sulit dipertemukan. Masing-masing agama, bahkan sesungguhnya masing-masing kelompok intern suatu agama tertentu sendiri, mempunyai idiomnya yang khas dan bersifat esoterik, yakni, “hanya berlaku secara intern”. Karena itulah ikut-campur oleh seorang penganut agama dalam urusan rasa kesucian orang dari agama lain adalah rasional dan absurd. Sebagai misal, agama Islam melarang para penganutnya berbantahan dengan para penganut kitab suci yang lain melainkan dengan cara yang sebaik-baiknya, termasuk menjaga kesopanan dan tenggang rasa–disebutkan kecuali terhadap yang bertindak zalim–dan orang Islam diperintahkan untuk menegaskan bahwa kita semua, para penganut kitab suci yang berbeda-beda itu, sama-sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan sama-sama pasrah kepada-Nya. Bahkan biarpun sekiranya kita mengetahui dengan pasti bahwa seseorang lain menyembah sesuatu obyek sesembahan yang tidak semestinya, bukan Tuhan Yang Maha Esa (sebagai sesembahan yang benar), kita tetap dilarang untuk berlaku tidak sopan terhadap mereka itu. Sebab, menurut Al-Qur’an, sikap demikian itu akan membuat mereka berbalik berlaku tidak sopan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesembahan yang benar, hanya karena dorongan rasa permusuhan dan tanpa pengetahuan yang memadai. Terhadap mereka inipun pergaulan duniawi yang baik tetap harus dijaga, dan disini berlaku adagium “bagimu agamamu dan bagiku agamaku”. Ungkapan ini bukanlah pernyataan yang tanpa peduli dan rasa putus asa, melainkan karena kesadaran bahwa agama tidak dapat dipaksakan, dan bahwa setiap orang, lepas dari soal agamanya apa, tetap harus dihormati sebagai manusia sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sebab Tuhan sendiripun menghormati manusia, anak cucu Adam di mana saja.
Sementara demikian itu ajaran tentang hubungan dan pergaulan antar umat beragama–suatu hubungan dan pergaulan berdasarkan pandangan bahwa setiap agama dengan idiom atau syir’ah dan minhaj masing-masing mencoba berjalan menuju kebenaran–maka para penganut agama diharapkan dengan sungguh-sungguh menjalankan agamanya itu dengan baik. Agaknya sikap yang penuh inklusifisme ini harus kita pahami betul, demi kebaikan kita semua.

Bahwa setiap peemluk agama diharapkan mengamalkan ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh, dari sudut pandang Islam dapat dipahami dari sederetan firman Tuhan tentang kaum Yahudi, Nasrani dan Muslim sendiri. Kemudian untuk umat-umat yang lain, seperti telah diteladankan oleh para ulama dan umara’ Islam zaman klasik, dapat diterapkan penalaran analogis.

Dilema
‘Agama’ dalam bentuknya yang ada sekarang ini adalah produk dari proses rutinisasi dan institusionalisasi. Sebuah proses yang memang tidak terelakkan, bila kita tidak menginginkan pengalaman agamaniah yang ‘asli’ itu hilang begitu saja.

Di dalam kenyataan, tentu saja ada banyak sekali pengalaman religius yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Namun oleh karena tidak berhasil dirutinisasikan dan di institusionalisasikan, pengalaman-pengalaman itu hilang begitu saja, khususnya setelah yang bersengkutan meninggal dunia.

Namun demikian, walaupun tidak terelakkan, proses tersebut bukan tidak menciptakan masalah. Masalahnya ialah, pengalaman seseorang pada hakekatnya memang tidak dapat diulang (non repeatable), apalagi pada orang lain. Itu berarti, proses rutinisasi dan institusionalisasi hanya bersifat melanjutkan dan mewariskan, namun ia tidak mungkin sepenuhnya menangkap kembali pengalaman agamaniah yang mula-mula itu. Semakin lanjut proses tersebut, terutama setelah generasi pertama hilang, semakin ‘hilang’ pula penghayatan akan pengalaman agamaniah yang ‘asli’ itu. Itulah dilema yang senantiasa dialami oleh setiap dan semua agama. Pada satu pihak, agama hanya dapat bertahan dan berkembang apabila ia terus menerus melakukan ‘akomodasi’ terhadap lingkungan sekitarnya. Artinya, apabila ia terus-menerus secara kreatif memelihara relevansinya. Namun pada pihak lain, pada setiap dan semua agama selalu ada semacam kerinduan untuk ‘kembali’ kepada pengalaman yang asli dan mula-mula itu. Sebab semakin relevansi (dan oleh karena itu ‘akomodasi’) ditekankan, semakin ‘tercemar’ dan semakin jauh ia dari kemurnian ortodoksinya. Kerinduan itu kadang-kadang begitu kuatnya, sehingga ia mewujud dalam bentuk sebuah gerakan. Fundamentalisme sesungguhnya dapat dipahami sebagai ‘gerakan pemurnian’ tersebut. Begitu juga sektarianisme, yaitu ketika gerakan yang mula-mula bermaksud untuk memurnikan dari dalam mengalami kegagalan, dan kemudian merasa tidak mempunyai pillihan lain kecuali memisahkan diri dari ‘induk’nya yang dianggap penyelewengan serta penyimpangannya tidak dapat ditolerir lagi.
Fundamentalisme dan sektarianisme di dalam sejarah toh bukan jalan keluar. Sebab apabila ia lemah, ia tidak membawa dampak apa-apa. Sebaliknya apabila ia kuat, pada satu waktu gerakan ini pun akan mengalami proses rutinisasi dan institusionalisasi dan sejarah pun berulang.

I. Islam dan Etika Global : Menuju Solidaritas Kemanusiaan

Abad ke-20 mulai dan berkembang dalam atmosfer krisis keagamaan. Beberapa orang berargumen bahwa agama-agama tidak akan mengakhiri keadaan ini. Iklim budaya mengarahkan mereka untuk berpikir bahwa di dunia modern peran agama dan keyakinan dalam kehidupan individu dan masyakarat akan banyak berkurang. Dari hal itu maka tantangan modernitas bagi agama-agama sangat kompleks. Agama-agama harus mampu memodernisasikan dirinya dengan tidak menghilangkan aspek-aspek ketransendentalannya diatas yang profan. Adaptasi ini yang dibutuhkan untuk menjaga nilai-nilai universal suatu agama agar bisa diterima oleh umatnya dengan tidak meninggalkan kesengsaraan atas problem sosial yang terjadi di sekelilingnya.

Oleh karena itu, Parlemen Agama-agama Dunia tampil membawa semangat perdamaian dan ekumene di kalangan agama-agama dunia. Pada tahun 1893 di Chicago, Parlemen Agama-agama Dunia ini lahir sebagai respon atas paradigma modernitas yang telah menjadikan agama sebagai relaitas parsial. Respon tersebut lahir setelah melihat adanya krisis global yang mendunia–krisis ekologi seperti pemanasan global, belantara perkotaan, banjir dan kerusakan lingkungan, krisis ekonomi dan krisis politik, seperti perang nuklir, kekerasan dan perang, konflik antaragama dan etnik, dan sebagainya. Sehingga 100 tahun berikutnya, parlemen tersebut dari 28 Agustus sampai 4 September 1993 bekerja sama dan menyusun sebuah “Deklarasi Menuju Etika Global” dengan dihadiri tidak kurang dari 6500 orang dari tiap agama.
Deklarasi antara pemimpin umat beragama sedunia itu membawa angin segar bagi perdamaian dunia, khususnya bagi umat beragama. Paling tidak dengan adanya deklarasi tersebut, ada usaha untuk mewujudkan perdamaian diantara umat manusia dan umat beragama.
Tokoh yang paling berjasa adalah Hans Kung dan Leonard Swidler yang memberikan kontribusi besar dalam pertemuan tersebut. Dalam rangka peringatan seratus tahun, peristiwa besar ini cukup menjadi bukti bahwa dunia sekarang sedang mengalami perubahan-perubahan yang signifikan menuju era dialog.
Dialog antarumat beragama diperlukan untuk menemukan kesamaan visi untuk menatap masa depan umat beragama yang toleran dan damai. Dialog disini dipahami sebagai suatu cara berjumpa atau memahami diri sendiri dan dunia pada tingkatan yang terdalam, membuka kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh makna fundamental dari kehidupan secara individu maupun kolektif dalam melakukan hubungan dengan diri sendiri, orang lain dan dunia.

Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaumaan
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan (pasal 2).

Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, maka Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi :

a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi

b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

�Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kpeada Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan umat Beragama dan Pendirian Rumah Adat Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomer 8 Tahun 2006, hal. 8.


�Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 18845/400 dan 401/031/2010, Forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kabupaten Tulungagung periode 2010-2013.


�Departemen Agama RI, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1979), hal. 14-15


�Muhaimin, Damai di Dunia, Damai untuk Semua, Perspektif Berbagai Agama, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004), hal. 16-18


�Ibid., hal. 19-21  


�Ibid., hal. 49-51  


�Ibid., hal. 53 


�Ibid., hal. 54-55 


�Ibid., hal. 58-59 


�Said Agil Husin, Fiqh Hubungan Antar Agama, (Jakarta: Ciputat Perss, 2003), hal. 17-33 


�Departemen Agama, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1983), hal. 45-46


�Bashori A. Hakim, Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama, (Jakarta : Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004), hal. 1-4.


�Said Agil Husin, Fiqh Hubungan …,  hal. 37-38


�Musa Asy’arie, Islam, Keseimbangan Rasionalitas, Moralitas dan Spiritual, (Yogyakarta: LESFi, 2005), hal. 259-262 


�Brian S. Turner, Agama dan Teori Sosial, Rangka Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi Tuhan Diantara Gelegar Ideologi-Ideologi Kontemporer, (Yogyakarta : IRCISOD, 2003), hal. 31-32.


�Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kpeada Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan umat Beragama dan Pendirian Rumah Adat Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomer 8 Tahun 2006, hal. 1-3.


�Nur Kholis Madjid, Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, (Jakarta Selatan : Paramadina, 1995), hal. 91-92.


�Elga Sarapung, dkk. Spiritualitas Baru : Agama dan Aspirasi Rakyat, (Yogyakarta : Institut Dian, 2004), hal. 69-70.


�Abdul Qodir Shaleh, Agama Kekerasan, (Yogyakarta : Prismasophie Press, 2003), hal. 133-134.


�Tarsa, Tata Cara Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama Kecamatan, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2004), hal. 10.
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